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RINGKASAN PENELITIAN 

: Penegakan Hukum Humaniter Internasional di Mahkamah 
Militer Tinggi Surabaya 

: Lina Hastuti 

: EDllY Narwati 

:Hukum 

: Dana DIK SUPLEMEN UNAIR 2001 
SK REKTOR : S306/J03IPG/2001 Tanggal13 Juni 2001 

. Pada prinsipnya, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum 

internasional dikenakan kepada negara pelanggar. Perkecualian mengenai hal ini 

dapat dijumpai dalam Hukum Humaniter Internasional di mana individu dapat 

dimintai tanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya, yang melanggar ketentuan 

hukum humaniter. Hal demikian nampak terutama setelah PD II. 

Secara intemasional sebagian besar Hukum Humaniter terdapat dalam 

Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 

1977. Salah satu pasal dalam Konvensi Jenewea 1949 mengatur adanya kewajiban 

bagi negara-negara peserta untuk melaksanakan Hukum Humaniter dalam 

wilayahnya. Negara peserta harus memerintahkati kepadapetugas militer dan sipil 

untuk mentaati konvensi; mengawasi pelaksanaan perintah tersebut dan mengambil 

tindakan apabila ada petugas yang melanggar Konvensi tersebut. 

• 
1 

01,[· ~<fl)1 

'V, 102, 



Melalui UU No. 59 Tahun 1958, Indonesia telah meratiflkasi seeara 

keseluruhan Konvensi Jenewa 1949, sebingga ~enjadi kewajiban bagi Indonesia 

untuk melaksanakannya di tingkat nasional .. Apalagi bila dikaitkan dengan situasi 

yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang muneul 

adalah : 

a. bagaimanakah pengaturan mengenai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter 

Intemasional dalam perundang-undangan nasional ? 

b. bagaimana pelaksanaannya khususnya di Mahkamah Militer Tinggi Surabaya ? 

e. faktor-faktor apa yang menjadi kendalanya ? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Hukwn Humaniter 

IntemasionaI di tingkat nasionaI, model manakah yang diperglloakan oleh Indonesia. 

Selain itu juga menelaah dalam pelaksanaannya, khususnya di Mahkomah Militer 

Tinggi Surabaya. 

Dengan diketahuinya penegakan Hukum Humaniter Intemasional di 

Indonesia, khususnya di Mahkamah Militer Tinggi Surabaya, dibarapkan semakin 

meningkatkan pemabaman tentang Hukum Humaniter itu sendiri. Karena salah satu 

aspek penting dari suatu kaedah hukum adalah mengenai penegakan hukumnya (law 

enforcement). 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode 

induktif. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada pejabat Mahkamah 
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Militer Tinggi Surabaya, Mahkamah MiUter Surabaya dan Oditur Militer Tinggi 

Surabaya. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terkait 

dengan obyek penelitian. Selanjutnya data primer dan data sekunder dianalisa secara 

kualitatif. 

Sebagai kesimpulan dapat dikemukanan sebagai berikut : 

a. salah satu aspek penting dari suatu kaedah hukum adalah mengenai penegakan 

hukum (law enforcement). Suatu perangkat hukum baru dapat dikatakan efektif 

apabila dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakkwl terhadap 

pelanggarannya. Mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional dapat 

ditemukan dalam Konvensi lenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 serta pada 

ketentuan lain yang mengatur tentang peradilanlmahkamah kejahatan perang, baik 

yang bersifat ad-hoc maupun yang permanen. 

b. Secara nasional, Indonesia mengatur dalam KUHP Militer dan Acara Pidana 

Militer. 

c. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak secara khusus mengatur 

tentang implementasi Hukum Humaniter dalam satu perundang-undangan 

tersendiri, melainkan menjadi satu dengan KUHP Militer. 

d. Di tingkat nasional, sudah terdapat pengaturannya di Mahkamah Millter Tinggi 

Surabaya belum pernah dilaksanakan karena Indonesia tidak pemah 

peranglterlibat konflik bersenjata dengan negara lain. 
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